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INTISARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya bidang-bidang

tanah di Kota Sukabumi yang belum didaftar dan diterbitkan sertipikatnya.

Berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi dari sekitar

70.000 bidang tanah, baru sekitar 40% yaitu sebanyak 29.392 bidang tanah

yang sudah bersertipikat (dari tahun 1960 sampai Januari 2001). Berdasarkan

keadaan tersebut, pada Tahun Anggaran 2001 Kantor Pertanahan Kota

Sukabumi menyelenggarakan Pendaftaran Tanah secara massal rutin sporadik

dengan bantuan kredit dari PD. BPR Pasar Kota Sukabumi. Keberhasilan

pendaftaran tanah secara massal rutin sporadik dengan bantuan kredit tidak

terlepas dari adanya motivasi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya secara

massal rutin sporadik.

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang

memotivasi masyarakat di Kecamatan Baros mendaftarkan tanahnya secara

massal rutin sporadik dengan bantuan kredit di Kecamatan Baros Kota

Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode

penelitian survey, yang mengambil sampel sebanyak 30% dari keseluruhan

populasi dengan menggunakan teknik sampel acak sederhana (Simple Random

Sampling), sehingga jumlah keseluruhan sampelnya adalah 48 responden di

Kelurahan Jayaraksa dan Kelurahan Sudajayahilir.

Dari hasil penelitian yang penyusun laksanakan, dapat diketahui

bahwa faktor-faktor yang memotivasi masyarakat mendaftarkan secara massal

sporadik dengan bantuan kredit di Kecamatan Baros Kota Sukabumi, yaitu : 1.

Tujuan ingin memiliki sertipikat; 2. Prosedur yang sederhana ; 3. Adanya

banman kredit dari PD. BPR Pasar Kota Sukabumi. Selain dari ketiga faktor

tersebut di atas, terdapat faktor lainnya yaitu bunga atas kredit yang ringan dan

angsuran dengan jangka waktu pengembalian yang terjangkau oleh
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia,

karena sebagian besar aktivitas manusia membutuhkan tanah sebagai sarana.

Bagi Bangsa Indonesia, tanah merupakan salah satu modal utama untuk

melaksanakan Pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat

adil dan makmur. Sejalan dengan laju pembangunan dan pertumbuhan

penduduk, kebutuhan tanah juga semakin meningkat. Pada sisi yang lain tanah

merupakan sumber daya yang bersifat tetap/tidak bertambah, sehingga perlu

adanya campur tangan pemerintah dalam pengaturannya dengan tetap

memperhatikan kepentingan rakyat pemegang hak atas tanah.

Untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah, pemerintah

menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia

menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang

menyatakan:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;

h Ppnriaftaran hak-hak atas tanah Han neralihan atas hak-hak tersehnt •



c. Pemberian tanda bukti yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah pada tanggal 23 Maret 1961

menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah. Pada kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan

Peraturan Pemerintah tersebut, belum memberikan hasil yang memuaskan.

Sampai dengan akhir tahun 1996, dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang

memenuhi syarat untuk didaftar, Pemerintah baru berhasil mendaftar tanah

sekitar 16,3 juta bidang atau sekitar 30% dari seluruh bidang tanah di seluruh

wilayali Repuplik Indonesia. Berdasarkan keadaan tersebut, Pemerintah

mengadakan penyempumaan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penyempumaan tersebut antara lain

adalah mengenai penegasan pengertian pendaftaran tanah, asas-asas, tujuan

penyelenggaraannya. Prosedur pengumpulan data penguasaan tanah dipertegas,

dipersingkat serta disederhanakan. Sebagai peraturan pelaksanaannya ditetapkan

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1960, Pemerintah terus berupaya untuk mendaftar bidang-bidang tanah

diseluruh Indonesia, serta dapat diterbitkan sertipikatnya. Pada dasarnya

pendaftaran tanali merupakan kewajiban Pemerintah, yang dilaksanakan dengan

pendaftaran tanah secara sistematik. Oleh karena keterbatasan pemerintah dalam

penyediaan dana, maka dimungkinkan masyarakat mendaftarkan tanahnya secara

sporadik.

Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik,



Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran Tanah Sistematik. Proyek Administrasi Pertanahan yang dimulai

pada tahun anggaran 1996/1997 tersebut, pada tahun pertama telah berhasil

menerbitkan 300.000 sertipikat.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia secara tidak langsung

berpenganih terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah di bidang

pertanahan yaim dalam hal pendanaannya. Pemerintah perlu mencari altematif

lain untuk membantu masyarakat yang belum terjangkau proyek pemerintah

tersebut, dalam mendapatkan jaminan kepastian hukum berupa sertipikat hak atas

tanall.

Demikian pula keadaan di Kota Sukabumi, kenyataannya masih banyak

bidang tanah yang belum bersertipikat. Dari datayang ada di Kantor Pertanahan

Kota Sukabumi, dapat diketahui bahwa luas wilayah Kota Sukabumi kurang

lebih 5000 hektar dengan jumlah bidang tanah sekitar 70.000 bidang. Bidang

tanah yang telah bersertipikat baru sekitar 40 % yaitu sebanyak 29.392 bidang

(dari tahun 1960 sampai Januari 2001).

Berdasarkan keadaan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Sukabumi

berupaya untuk dapat mendaftar seluruh bidang tanah yang berada di wilayah

Kota Sukabumi. Upaya Kantor Pertanahan Kota Sukabumi untuk

mensertipikatkan seluruh bidang tanah yang ada di wilayahnya belum dapat

terlaksana, karena adanya beberapa kendala didalam masyarakat yaitu :

1. masih kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai prosedur

pengurusan sertipikat;
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tanah berbelit-belit, butuh waktu yang lama serta biaya yang mahal.

Berdasarkan keadaan tersebut, salah satu upaya yang dilaksanakan oleh

Kantor Pertanahan Kota Sukabumi yaitu menyelenggarakan pendaftaran

tanah secara massal rutin sporadik dengan kredit dari bank. Diharapkan dengan

terselenggaranya pendaftaran tanah secara massal rutin sporadik, akan

membantu masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya,

terutama mengenai kendala biaya yang masih dirasakan mahal bagi masyarakat.

Pemberian kredit dari PD BPR Pasar Kota Sukabumi untuk biaya pengurusan

sertipikat akan membantu masyarakat, yang berupa keringanan pengembalian

kredit dengan jangka waktu yang telali ditentukan dan teijangkau oleh

masyarakat. Keberhasilan pendaftaran tanah secara massal sporadik, tidak

terlepas dari adanya motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyusun tertarik imtuk

mengadakan penelitian dengan judul:

"STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI

MASYARAKAT MENDAFTARKAN TANAH SECARA MASSAL RUTIN

SPORADIK DENGAN BANTUAN KREDIT DI KECAMATAN BAROS

KOTA SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT".

B. Pnkok Permasalahan

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, berakibat pula pada

pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan, yaitu masih banyak daerah-daerah

yang belum teijangkau oleh proyek-proyek Pemerintah. Daerah-daerah yang



pendaftarannya dilaksanakan secara sporadik. Dalam pelaksanaannya masih

sering terjadi anggapan-anggapan serta pendapat negatif dari masyarakat

mengenai pendaftaran tanah secara sporadik, seperti permohonan sertipikat yang

masih dirasakan mahal oleh masyarakat, prosedur yang panjang dan berbelit-belit

mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan Kantor Pertanahan

Kota/Kabupaten serta butuhwaktu yang lama.

Keadaan tersebut mengharuskan Pemerintah, untuk mencari altematif

kebijaksanaan dalam rangka pendaftaran tanah, dengan lebih memberdayakan

masyarakat dalam pembiayaannya. Salah satu altematif yaitu melalui pendaftaran

tanah secara rutin sporadik yang dilaksanakan secara bersama-sama atau massal.

Dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah secara massal, diharapkan akan

membantu masyarakat dalam hal pembiayaannya. Sebagian besar biaya dalam

pendaftaran tanah tersebut ditanggung oleh masyarakat, oleh karena dilaksanakan

secara bersama-sama menjadi lebih murah, seperti biaya pengukuran dan

pemeriksaan tanah yang dapat dilaksanakan pada waktu bersamaan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kantor

Pertanahan Kota Sukabumi pada tahun anggaran 2001 menyelenggarakan

pendaftaran tanah secara massal rutin sporadik dengan banman kredit dari PD.

BPR Pasar Kota Sukabumi. Pihak bank memberikan kredit kepada masyarakat

untuk biaya pengumsan pendaftaran tanah, sedangkan masyarakat berkewajiban

untuk mengembalikan kredit beserta bunga yang telah diperjanjikan dalam akad

kredit.

Pendaftaran Tanah secara Massal Rutin Sporadik tersebut pada



Pendaftaran Tanah secara massal mtin sporadik merupakan kegiatan bam bagi

Kantor Pertanahan Kota Sukabumi untuk memberikan kemudahan kepada

masyarakat dalam mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Keberhasilan dari

kegiatan tersebut tidak terlepas dari adanya motivasi masyarakat untuk

mendaftarkan tanahnya secara massal rutin sporadik.

Dari uraian tersebut diatas, didalam penelitian ini penyusun

merumuskan masalah ini sebagai berikut:

Faktor-faktor apakah yang memotivasi masyarakat di Kecamatan Baros

mendaftarkan tanahnya secara massal mtin sporadik dengan banman kredit?

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pengertian yang beraneka ragam serta terbatasnya

waktu, dana dan kemampuan, maka penyusun perlu membatasi ruang lingkup

penelitian yaitu pada pendaftaran tanah secara massal mtin sporadik dengan

bantuan kredit dari PD. BPR Pasar Kota Sukabumi di Kecamatan Baros Kota

Sukabumi yang dilaksanakan pada tahun 2001 (Tahap I).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor yang memotivasi masyarakat di

Kecamatan Baros mendaftarkan tanahnya secara Massal Rutin Sporadik dengan



2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalali sebagai berikut:

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pendaftaran

tanah yang dilaksanakan secara massal sporadik

b. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada Pemerintah dalam menentukan

kebijakan di bidang pertanahan, khususnya bidang pendaftaran tanah secara

massal dengan bantuan kredit dari bank.

c. Menambah perbendaliaraan karya ilmiah di Sekolah Tinggi Pertanahan

Nasional dengan menuangkan gagasan dan pemikiran demi kemajuan

lembaga pendidikan dan pertanahan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa data sebagaimana dikemukakan pada

BAB V, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang memotivasi

masyarakat di Kecamatan Baros mendaftarkan tanah secara massal rutin sporadik

adalah :

1. Tujuan ingin memiliki sertipikat.

Sejumlah 43 responden atau 89,58 % menjawab dengan memiliki sertipikat

akan terjamin kepastian hukum atas tanah dan agar dengan mudah dapat

membuktikan sebagai pemilik tanah, sedangkan sebagian lagi yaitu 5

responden atau 10,42 % menjawab agar mudah bila akan kredit di Bank.

2. Prosedur yang sederhana.

Sejumlah 47 responden atau 97,92 % menjawab bahwa dalam pendaftaran

tanah secara massal rutin sporadik dengan bantuan kredit prosedumya lebih

sederhana dibandingkan apabila mengurus sendiri-sendiri, sedangkan

responden yang menjawab sama saja dengan bila mengurus sendiri-sendiri

hanya 1 responden atau 2,08%.

3. Adanya bantuan kredit dari PD. BPR Pasar Kota Sukabumi.

Sejumlah 39 responden atau 81,25 % tidak akan mendaftar sebagai peserta

Pendaftaran Tanah secara massal rutin sporadik apabila tidak ada kredit,

sedangkan yang akan tetap mendaftar hanya 9 responden atau 18,75% saja.
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Setelah diadakan wawancara kepada responden, selain ketiga fakjpr tersebut

diatas terdapat faktor lain yang memotivasi masyarakat mendaftarkan tanah

secara massal mtin sporadik dengan banman kredit, yaitu faktor bunga atas

kredit yang ringan, dan angsuran dengan jangka waktu pengembalian satu satu

tahun yang terjangkau oleh masyarakat. Adanya motivasi masyarakat tersebut

mendukung keberhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah secara massal mtin

sporadik dan akan membantu terwujudnya tertib administrasi pertanahan di

Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, penyusun memberikan

saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan pemahaman mengenai tujuan pendaftaran tanah

serta kegunaan sertipikat hak atas tanah, perlu ditingkatkan kegiatan

penyuluhan di bidang pertanahan kepada masyarakat, sehingga kesadaran

hukum masyarakat akan meningkat. Pada akhirnya masyarakat akan menyadari

bahwa dengan memiliki sertipikat bukan saja merasa lebih aman dalam

memanfaatkan tanahnya, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, yaitu akan lebih mudah mendapatkan tambahan modal dengan

menjaminkan sertipikatnya di Bank.

2. Bagi instansi terkait khususnya Kantor Pertanahan Kota Sukabumi agar lebih

memasyarakatkan pendaftaran tanah secara massal mtin sporadik dengan

Unn^iiAn }r~wnAi+ .i.»f..l i-.. .1 i • r-i >li i i 71 I »i /'ill "L^^-fn CulrnKiitYtl lirt+flr maiinilllHl^UTl
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3. Untuk pelaksanaan pendaftaran tanah secara massal mtin sporadik ataupun

pada kegiatan-kegiatan sejenis yang akan dilaksanakan, pungutan-pungutan

diluar ketentuan (pungutan liar) dapat dihapuskan atau dikurangi menjadi

seminimal mungkin, sehingga dapat mengurangi beban yang hams ditanggung

oleh masyarakat dalam memperoleh sertipikat hak atas tanah. v
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